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PERATURAN BUPATI NO.43 TAHUN 2019 TENTANG TATA KELOLA
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI KABUPATEN
REMBANG

ABSTRAK : - bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden
Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik, Pemerintah daerah
menyelenggarakan sistem pemerintahan berbasis
elektronik;

- bahwa dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan
berbasis elektronik diperlukan tata kelola yang
ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- dasar hukum: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679); Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infomasi Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4846); Peraturan Pemerintah Nomor
82 Tahun 2012 tentang Pelayanan Sistem dan
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
Peraturan Menteri dan Komunikasi dan Informatika
Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Pengamanan
Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 551); Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5
Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem
Pemerintah  Berbasis Elektronik (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154);

CATATAN : | Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan 28 Oktober 2019 dan ditetapkan tanggal 28
Oktober 2019




